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ABSTRAK

Studi ini membahas perbandingan hak dan kewajiban antara pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh
melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa PPPK memiliki hak yang
hampir setara dengan pegawai negeri sipil dalam hal gaji dan fasilitas, namun terdapat perbedaan mencolok
dalam hal jaminan pensiun dan stabilitas kerja. Dalam hal kewajiban, baik PPPK maupun pegawai negeri sipil
diharapkan untuk mematuhi standar kinerja dan etika sesuai dengan peraturan pemerintah. Penelitian ini
memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif dalam sistem
kepegawaian sipil nasional.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban; PPPK; PNS,; Sistem Kepegawaian Nasional.

ABSTRACT

This study discusses the comparison of rights and obligations between government employees with
employment agreements (PPPK) and civil servants (PNS) in Indonesia. With a qualitative approach, data was
obtained through interviews, document analysis, and observation. The findings show that PPPK has almost
equal rights with civil servants in terms of salary and facilities, but there are striking differences in terms of
pension security and job stability. In terms of obligations, both PPPK and civil servants are expected to
comply with performance and ethical standards in accordance with government regulations. This research
makes an important contribution to the development of fairer and more inclusive policies in the national civil
service system.

Keywords: Rights and Obligations;, PPPK (Government Employees with Employment Agreements); Civil
Servants (PNS); National Civil Service System.

PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
merupakan dua kategori utama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan pemerintah Indonesia
dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada sektor publik (Samsara & Firmansyah,
2024a). Kehadiran kedua skema kepegawaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk
meningkatkan kualitas birokrasi serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
(Lani, 2023). Walaupun PNS dan PPPK sama-sama menjalankan fungsi pelayanan publik, terdapat
sejumlah perbedaan mendasar yang membedakan kedua status kepegawaian tersebut (Li et al.,
2022a). Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup
hak, kewajiban, jaminan karier, serta masa kerja.
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Keadilan dan kesejahteraan pegawai sering kali diragukan karena adanya perbedaan status
PPPK yang menerima gaji setara dengan PNS berdasarkan jabatan dan golongannya, namun tidak
menerima manfaat seperti pensiun atau jaminan karier yang jelas (Anggreni et al., 2024). Menurut
Anggreni et al., (2024), penting bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai peran dan kontribusi PPPK dalam sistem birokrasi Indonesia. Dengan skema
PPPK, pemerintah dapat menyesuaikan formasi dan jenis jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan di
lapangan tanpa harus mengikuti prosedur panjang yang berlaku dalam perekrutan PNS (Wanti &
Tripustikasari, 2019). Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengisi kekosongan jabatan dengan
cepat di berbagai daerah yang membutuhkan pelayanan publik yang baik. Namun, perbedaan
mendasar dalam status kepegawaian antara PPPK dan PNS sering kali memicu perdebatan mengenai
keadilan dan kesejahteraan pegawai (B.N. Yeltsin et al., 2022). PPPK menerima gaji dan tunjangan
yang setara dengan PNS berdasarkan jabatan dan golongannya, tetapi mereka memiliki hak
signifikan lainnya, seperti pensiun dan jaminan karier jangka panjang (University of Moratuwa &
Perera, 2016). Menurut (University of Moratuwa & Perera, 2016), perbedaan ini sering kali
menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan kerja dan masa depan PPPK. Banyak orang
mempertanyakan kesejahteraan PPPK dalam jangka panjang karena tidak adanya jaminan pensiun.
Hal ini terutama berlaku setelah kontrak mereka berakhir (Nadia & Suhartono, 2024).

Selain itu, jalur karier PPPK yang tidak sejelas pegawai negeri sipil menjadi tantangan
tersendiri dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai (Fajjari & Desiandri, 2024). Oleh
karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai peran strategis PPPK dalam birokrasi Indonesia (Husna Sekai
Suryawi et al., 2023). Untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan menyenangkan bagi semua
aparatur sipil negara, transparansi dalam kebijakan rekrutmen dan peningkatan kesejahteraan PPPK
merupakan langkah penting yang harus terus dilakukan (Ardhanariswari & Setyadi, 2023). Dengan
memahami perbedaan antara PPPK dan pegawai negeri sipil, diharapkan masyarakat dapat lebih
menghargai peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan
publik (Samsara & Firmansyah, 2024b). Selain itu, melalui studi ini, diharapkan pemerintah dapat
terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan guna menciptakan keseimbangan dan keharmonisan
antara kedua jenis aparatur ini demi memberikan pelayanan publik yang profesional dan optimal
(Maryono, 2022). Menurut (Maryono, 2022), penting bagi pemerintah untuk memberikan
pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat dan pegawai mengenai peran serta kontribusi PPPK
dalam sistem birokrasi Indonesia. Melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat
dapat lebih menghargai dan memahami peran PPPK dalam mendukung pelayanan publik. Di
samping itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait
PPPK, agar kebijakan tersebut tidak menjadi sumber pelanggaran yang tidak perlu (Damanik et al.,
2022).

Perbedaan-perbedaan ini sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan kerja dan
masa depan PPPK. Banyak orang mempertanyakan kesejahteraan PPPK dalam jangka panjang
karena tidak adanya jaminan pensiun ini, terutama setelah masa kontrak mereka berakhir (Rohman &
Khoiriyah, 2023a). Menurut Rohman & Khoiriyah, (2023), selain itu, jalur karier PPPK yang tidak
sejelas pegawai negeri sipil menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan motivasi dan loyalitas
pegawai. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memiliki
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis PPPK dalam birokrasi Indonesia
(Rohman & Khoiriyah, 2023b). Untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan menyenangkan
bagi semua aparatur sipil negara, transparansi kebijakan rekrutmen dan peningkatan kesejahteraan
PPPK harus terus diupayakan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan perbedaan
antara PPPK dan pegawai negeri sipil, masyarakat diharapkan dapat mendukung berbagai upaya
pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, evaluasi dan inovasi dalam
kebijakan kepegawaian akan sangat krusial untuk menciptakan sistem yang adil dan kompetitif.
Dalam jangka panjang, sinergi antara pegawai negeri sipil dan PPPK akan sangat membantu
mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan umum (Siahaan & Junianto, 2024).

Pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) merupakan bagian dari sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam sistem tersebut, PNS berstatus sebagai pegawai
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tetap dengan jaminan karier dan pensiun, sedangkan PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja
dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan instansi. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang
sama dalam memberikan pelayanan publik, terdapat perbedaan mendasar pada aspek status
kepegawaian, pengembangan karier, dan jaminan kesejahteraan. Kehadiran PPPK menunjukkan
upaya pemerintah untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih adaptif dan fleksibel,
sedangkan PNS tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas
birokrasi negara (Puja Nugraha & Dwi Susanto, 2022).

Berbagai laporan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil
Negara (ASN) telah mendorong optimalisasi peran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional, terutama pada sektor pendidikan dan
kesehatan. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara berkelanjutan melakukan pendataan
dan analisis mengenai distribusi ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK, sebagai dasar
perencanaan kebutuhan pegawai di Indonesia (Kleiman et al., 2020; Weilmiiller & Zuber, 2022).

Selain itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga berkontribusi melalui studi akademis
yang menekankan pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam perekrutan ASN (Ruiz-Adame
et al., 2023). PPPK yang direkrut berdasarkan keterampilan tertentu memberikan dampak positif
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, laporan tersebut juga menyoroti tantangan
dalam hal ketidakpastian kontrak dan keterbatasan jalur karier bagi PPPK dibandingkan dengan PNS.
Secara keseluruhan, laporan dan studi dari kementerian dan lembaga menunjukkan bahwa meskipun
PPPK memberikan fleksibilitas dan solusi cepat dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja, terdapat
berbagai aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pemerintah diharapkan terus mengevaluasi
dan memperbaiki kebijakan agar kesejahteraan dan stabilitas kerja bagi PPPK dapat lebih
ditingkatkan, sejalan dengan peran penting mereka dalam mendukung pembangunan nasional.

Hak dan kewajiban pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (PPPK) memiliki beberapa persamaan dan perbedaan (Lydahl & Davidsson, 2024). Menurut
Lydahl & Davidsson, (2024) dalam hal hak, pegawai negeri sipil berhak menerima berbagai fasilitas
seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, jaminan pensiun, dan pengembangan karier yang berkelanjutan.
Selain itu, mereka juga mendapatkan hak cuti, perlindungan hukum, dan asuransi kesehatan sebagai
bagian dari status mereka sebagai pegawai tetap (Garstenauer, 2021). Berbeda dengan pegawai
negeri sipil, PPPK mendapatkan hak yang serupa, seperti gaji sesuai golongan, tunjangan, dan
perlindungan hukum (WeiBmiiller & Zuber, 2022).

Menurut Weilimiiller & Zuber, (2022) PPPK tidak mendapatkan hak atas jaminan pensiun, dan
masa kerjanya terbatas pada durasi kontrak yang telah disepakati, yang berarti bahwa masa
pengabdiannya tidak seberkelanjutan pegawai negeri sipil. Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini,
baik pegawai negeri sipil maupun PPPK memiliki kewajiban yang serupa, seperti menjalankan tugas
mereka dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta mematuhi peraturan yang berlaku
(B.N. Yeltsin et al., 2022). Kewajiban ini mencakup pelaksanaan tugas yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, menjaga etika kerja, dan berkomitmen pada tujuan
organisasi (Husna Sekai Suryawi et al., 2023). Namun, pegawai negeri sipil, sebagai pegawai dengan
status tetap, cenderung memiliki peran yang lebih strategis dalam pengambilan keputusan jangka
panjang dibandingkan dengan PPPK, yang status kepegawaiannya lebih bersifat kontraktual
(Moratuwa & Perera, 2016). Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki kewajiban yang hampir
identik dalam menjalankan tugas sehari-hari, peran pegawai negeri sipil dalam perencanaan
pemerintah dan pembuatan kebijakan dapat lebih dominan karena posisi mereka yang lebih stabil dan
berkelanjutan dalam sistem birokrasi (Li et al., 2022).

Perbedaan mendasar antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) terletak pada mekanisme pengangkatan, masa kerja, dan hak pensiun (Leal,
2021). PNS memiliki status tetap yang memberikan stabilitas dalam jangka panjang, sementara PPPK
diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan durasi yang lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan
spesifik (Farhadi et al., 2012). Menurut Farhadi et al., (2012), keunggulan dari sistem PPPK adalah
kemampuan untuk menyesuaikan perekrutan dengan tuntutan tertentu tanpa membebani anggaran
negara dengan komitmen jangka panjang, berbeda halnya dengan pegawai negeri sipil yang
mendapatkan hak pensiun. Implikasi dari perbedaan ini sangat memengaruhi pembagian tugas dan
efisiensi dalam birokrasi. PNS, sebagai pegawai tetap, memainkan peran kunci dalam struktur
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administrasi pemerintah yang lebih berfokus pada perencanaan jangka panjang dan pengambilan
keputusan strategis (Bolton et al., 2021).

Sementara itu, PPPK memungkinkan pemerintah untuk merekrut para ahli atau profesional
dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam waktu tertentu tanpa harus mempertimbangkan
keberlanjutan jangka panjang dari hubungan kerja tersebut (Campomori & Caponio, 2017). Lebih
jauh lagi, hal ini memberikan fleksibilitas bagi instansi pemerintah untuk menyesuaikan tenaga kerja
dengan kebutuhan yang dinamis dan tepat sasaran (Lee & Park, 2020). Menurut Lee & Park, (2020),
meskipun PNS tetap menjadi tulang punggung dalam menjalankan kebijakan dan prosedur
pemerintah secara berkelanjutan, keberadaan PPPK memberikan alternatif yang efektif dalam
memenuhi kebutuhan tertentu tanpa menambah beban tetap pada anggaran negara. Perbedaan status
kerja ini juga memengaruhi cara kedua jenis pegawai tersebut terlibat dalam struktur birokrasi, di
mana PNS lebih banyak terlibat dalam tugas-tugas strategis dan PPPK lebih terfokus pada
tugas-tugas yang spesifik dan bersifat sementara (Hansen et al., 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library
research). Data penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang berkaitan
dengan pengaturan dan implementasi kebijakan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan,
artikel ilmiah, buku, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus kajian. Seluruh data dianalisis
secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi sehingga diperoleh
gambaran yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan hak serta kewajiban PNS dan
PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan dua instrumen utama dalam sistem Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang dirancang untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Keberadaan kedua status kepegawaian tersebut mencerminkan transformasi
manajemen sumber daya manusia sektor publik menuju sistem yang lebih adaptif dan berbasis
kompetensi (Hansen et al., 2013; Maryono, 2022). Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu
mewujudkan pelayanan publik yang profesional, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek
hubungan kerja, jaminan karier, dan hak kepegawaian.

Berdasarkan hasil kajian, PNS memiliki karakteristik sebagai pegawai tetap yang menjamin
keberlanjutan organisasi melalui sistem karier jangka panjang. Sebaliknya, PPPK dirancang untuk
memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional sesuai
dengan kebutuhan instansi dan perkembangan lingkungan strategis (Kleiman et al., 2020). Dengan
demikian, keberadaan PPPK bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi PNS, melainkan
sebagai pelengkap dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan
publik.

Perbedaan Hak dan Jaminan Kepegawaian antara PNS dan PPPK

Literatur menunjukkan bahwa baik PNS maupun PPPK memiliki hak yang relatif setara dalam
aspek penghasilan, tunjangan, cuti, perlindungan kerja, serta kesempatan memperoleh
pengembangan kompetensi (Severi & Hawkins, 2024; Siahaan & Junianto, 2024). Namun demikian,
perbedaan yang paling mendasar terletak pada jaminan pensiun dan kepastian karier. PNS
memperoleh hak pensiun dan jaminan hari tua sebagai bentuk perlindungan kesejahteraan setelah
memasuki masa purna tugas, sedangkan PPPK tidak memperoleh fasilitas tersebut karena status
kepegawaiannya didasarkan pada perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu (Karchaeva et al.,
2020; Waldman, 2024).
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Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kepegawaian Indonesia menerapkan dualisme
manajemen ASN, yaitu kombinasi antara sistem karier (career system) yang diterapkan pada PNS
dan sistem berbasis kontrak (position system) yang diterapkan pada PPPK. Masing-masing sistem
memiliki kelebihan dan keterbatasan. Sistem karier memberikan stabilitas organisasi, sedangkan
sistem kontrak memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kebutuhan sumber
daya manusia.

Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme ASN

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi merupakan aspek penting
dalam menciptakan ASN yang profesional. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada PNS
dan PPPK untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas sebagai bagian dari peningkatan
kualitas sumber daya manusia (Puja Nugraha & Dwi Susanto, 2022). Namun, PNS memiliki peluang
pengembangan karier yang lebih luas melalui promosi jabatan dan jenjang karier yang berkelanjutan,
sedangkan pengembangan kompetensi PPPK cenderung difokuskan pada peningkatan kemampuan
teknis yang relevan dengan tugas selama masa kontrak (Mugellini et al., 2021).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pengembangan sumber daya manusia pada
PNS lebih diarahkan pada pembentukan karier jangka panjang, sedangkan pada PPPK lebih
berorientasi pada peningkatan kompetensi spesifik sesuai kebutuhan organisasi. Kondisi ini
menegaskan bahwa kedua status kepegawaian memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi
dalam mendukung efektivitas birokrasi.

Motivasi Kerja dan Kinerja ASN

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa perbedaan status kepegawaian dapat memengaruhi
motivasi dan orientasi kerja pegawai. PNS dengan jaminan karier dan kepastian masa kerja
cenderung memiliki orientasi kontribusi jangka panjang terhadap organisasi (Harjanto, 2022).
Sementara itu, PPPK lebih berorientasi pada pencapaian target kinerja selama masa kontrak dan hasil
kerja yang terukur (Nadia & Suhartono, 2024). Meskipun demikian, kedua kelompok ASN memiliki
kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas pemerintahan, menjaga integritas, serta memberikan
pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bauhr et
al., 2024).

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor finansial, tetapi juga oleh kepastian karier dan sistem penghargaan yang diterapkan dalam
organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen kinerja yang adil dan transparan agar tidak
menimbulkan kesenjangan antara PNS dan PPPK.

Modernisasi Birokrasi melalui Sistem ASN yang Fleksibel

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan PPPK merupakan bagian dari strategi
modernisasi birokrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang memiliki kompetensi
spesifik, terutama pada bidang teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, dan bidang teknis lainnya
(Remaja, 2023). Sistem in1 memungkinkan pemerintah memperoleh tenaga ahli secara lebih cepat
tanpa menambah beban anggaran jangka panjang yang berasal dari kewajiban pembayaran pensiun.

Di sisi lain, keberadaan PNS tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas organisasi
dan keberlanjutan pelayanan publik (Ferricha, 2019). Dengan demikian, kombinasi antara PNS dan
PPPK mencerminkan model tata kelola sumber daya manusia yang berupaya menyeimbangkan
antara stabilitas birokrasi dan fleksibilitas organisasi. Namun, beberapa tantangan masih ditemukan,
terutama terkait persepsi mengenai kesenjangan status antara PNS dan PPPK serta pentingnya
penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan (Setiawan et al., 2023; Fan et al.,
2021).
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Tabel 1. Perbandingan antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan

Pegawai Negeri Sipil
Aspek PPPK Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Status Kontrak dengan durasi tertentu (dapat Kontrak dengan durasi tertentu
Kepegawaian diperpanjang sesuai dengan kebutuhan (dapat diperpanjang sesuai dengan

instansi) kebutuhan instansi)
Jaminan Pensiun Tidak ada Ya, diberikan setelah mencapai usia
pensiun
Proses Seleksi berdasarkan kebutuhan khusus Seleksi nasional melalui CPNS
Rekrutmen pada jabatan tertentu (Calon Pegawai Negeri Sipil)
Gaji dan Setara dengan pegawai negeri sipil untuk = Sesuai dengan peraturan pemerintah
Tunjangan jabatan yang sama dan bergantung pada golongan
Pengembangan  Terbatas pada masa kontrak, lebih fokus Berkelanjutan, termasuk promosi
Karier pada pelatihan teknis jabatan dan pelatihan jangka panjang
Kewajiban Sama dengan pegawai negeri sipil, Sama, tetapi memiliki tanggung
termasuk pelayanan publik, menjaga jawab tambahan terkait
integritas, dan profesionalisme pengembangan ASN secara
keseluruhan
Perlindungan Mendapatkan hak perlindungan yang Mendapatkan hak yang sama dengan
Kerja sama dengan pegawai negeri sipil PPPK, termasuk  perlindungan

(asuransi kesehatan dan keselamatan

tambahan untuk jaminan hari tua

kerja)

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki persamaan dalam menjalankan fungsi
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun terdapat beberapa perbedaan mendasar yang berkaitan
dengan status kepegawaian, jaminan kesejahteraan, pola pengembangan karier, serta mekanisme
rekrutmen. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari sistem pengelolaan sumber daya
manusia yang diterapkan pemerintah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional dan
adaptif terhadap kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, perbedaan antara PPPK dan PNS menunjukkan bahwa kedua status
kepegawaian tersebut memiliki karakteristik yang saling melengkapi. PPPK memberikan fleksibilitas
bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional secara cepat, sedangkan PNS
berperan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan birokrasi. Oleh karena itu, sinergi antara kedua
jenis ASN tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

PENUTUP

Simpulan

PPPK dan pegawai negeri sipil memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang
mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk mengelola sumber daya manusia secara fleksibel dan
efisien. Pegawai negeri sipil dengan status kepegawaian tetap menawarkan stabilitas dan keamanan
kerja jangka panjang, sedangkan PPPK dengan sistem kontraknya memberikan fleksibilitas dalam
menghadapi tantangan modernisasi dan kebutuhan akan tenaga ahli. Meskipun terdapat perbedaan
yang signifikan, kedua jenis pegawai negeri sipil ini memiliki peran penting dalam mendukung
pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, sinergi antara PPPK dan pegawai negeri
sipil perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan
berorientasi pada pelayanan publik.

Saran

Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan kepegawaian guna
menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan inklusif bagi seluruh Aparatur Sipil Negara.
Perhatian khusus perlu diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, serta
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pengembangan karier PPPK agar kesenjangan antara PPPK dan PNS dapat diminimalisir. Selain itu,
pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian kerja dan
penghargaan yang lebih baik bagi PPPK sesuai dengan kontribusinya dalam pelayanan publik.
Dengan demikian, sinergi antara PPPK dan PNS dapat semakin diperkuat sehingga mampu
mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat.
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